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ABSTRAK

Chairati Fadliyah (15060016) : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor
Kesehatan, Pendidikan Dan Infrastruktur
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di
Indonesia. Dibawah Bimbingan lbu Mike
Triani S.E MM

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran
pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap kesejahteraan
masyarakat di Indonesia. Pengaruh serta dampak dari tiap variabel ini akan
menjadi landasan bagi pemerintah maupun lembaga terkait dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode Panel Least Square untuk melihat
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dilihat dari data 34
provinsi di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yang dikumpulkan
melalui dokumentasi dari instansi pemerintah yang terkait. Penelitian ini
menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengeluaran pemerintah
sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan
masyarkat di Indonesia. (2) Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di
Indonesia. (3) Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastrutur berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Disarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan manusia
terhadap pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor
pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur di Indonesia.
Disarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat di
bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya
disarankan agar dapat merubah atau memperluas cakupan penelitian, seperti
jumlah sampel dan variabel yang digunakan sehingga dapat melengkapi dan
menyempurnakan penelitian.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktu
dan Kesejahteraan Masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang tengah giat — giatnya
menggalakkan pembangunan nasional, menyadari akan pentingnya
pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengejar
ketertinggalannya dari negara — negara lain yang merupakan usaha untuk
meningkatkan taraf kehidupan.

Setiap manusia mendambakan kondisi kehidupan yang sejahtera, baik
sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil. Masalah kesejahteraan
menyangkut kapabilitas seseorang memenuhi kebutuhan dasar serta
menaikkan standar kehidupannya. Kesejahteraan merupakan salah satu aspek
penting dalam menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi,
dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya
kecemburuan sosial dalam masyarkat sehingga dapat terciptanya suasana yang
harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara.

Kesejahteraan selalu menjadi isu politik yang sensitive karena
menyangkut kepentingan banyak orang. Kesejahteraan berdimensi luas dan
kompleks mancakup seluruh aspek kehidupan dan memiliki keterkaitan satu
sama lain. Dinamisnya masalah kesejahteraan membutuhkan praktik kebijakan
yang efektif dan efesien serta mekanisme yang tepat. Tidak jarang upaya
pembangunan di suatu negara mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.



Masalah kesejahteraan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan.
Pendapatan mencerminkan kemampuan daya beli seseorang yang akan
berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti
sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dan lainnya serta aktivitas
investasi, dan menabung. Rendahnya pendapatan membuat masyarakat
kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan diri, mengalami
keteringgalan, dan keterpurukan ekonomi yang memicu lingkaran setan
kemiskinan menyebabkan kondisi masyarakat suatu wilayah menjadi tidak
sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah merupakan manifestasi
yang diraih dari berbagai bidang mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan,
pendidikan dan lainnya. Dalam hal ini diperlukan sinergisitas yang baik antara
seluruh pelaku pembangunan baik itu masyarakat sipil, sektor swasta,
pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya
yang ada baik sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan modal uang yang
menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan.

Pembangunan merupakan salah satu tujuan suatu negara maupun
wilayah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.Pembangunan
meliputi berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lainnya.
Salah satu pembangunan yang penting adalah pembangunan manusia yang
dapat diukur melalui Indeks Pembangunan manusia yang meliputi 3

komponen yaitu kesehatan berupa angka harapan hidup, pendidikan berupa



angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan daya beli berupa
pendapatan perkapita.

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat secara parsial melalui
besaran permasalahan yang dapat diatasi namun pencapaian pembangunan
manusia secara parsial sebenarnya sangat bervariasi dimana terdapat beberapa
aspek pembangunan yang berhasil sedangkan beberapa aspek lainnya justru
gagal. Untuk melakukan pembangunan manusia tersebut maka menjadi tugas
pemerintah yang bertanggung jawab sebagai pelaksananya yang dilakukan
melalui berbagai kebijakan, berupa kebijakan fiskal yang instrumennya
mengarah pada pengalokasian dana atau anggaran pembangunan ke bidang
yang berkaitan yaitu pengeluaran pemerintah (Intan:2016)

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari  meningkatnya
pertumbuhan ekonomi, meratanya distribusi pendapatan dan banyaknya
penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan penduduk
menyebabkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diminimalisir dari
daerah yang bersangkutan.

Statistik pendapatan nasional yang mengukur kesejahteraan manusia
tidaklah sempurna, hal ini telah mendorong United Nations Development
Program (UNDP) untuk mempublikasikan setiap tahunnya indikator
kesejahteraan sosial untuk 175 negara. Indikator tersebut dikenal dengan
Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Indek pembangunan manusia merupakan perangkat yang digunakan untuk



mengukur tingkat kesejahteraan antar negara ataupun atar daerah
(Todaro,2009).

Setiap manusia mendambakan kondisi kehidupan yang sejahtera, baik
sejahtera dalam hal material dan dalam hal non material. Masalah
kesejahteraan menyangkut kapabilitas seseorang memenuhi kebutuhan dasar
serta menaikkan standar hidup kehidupnnya. Kesejahteraan merupakan salah
satu aspek penting dalam menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial
dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan
terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat sehingga dapat terciptanya
suasana yang harmonis dalam bermasyarakat dan negara.

Kesehajteraan selalu menjdi isu publik yang sensitive karena
menyangkut kepentingan banyak orang. Kesejahteraan berdimensi luas dan
kompleks mencakup seluruh aspek kehidupan dan memiliki keterkaitan satu
sama lain. Dinamisnya masalah kesejahteraan membutuhkan praktik kebijakan
yang efektif dan efisien serta mekanisme yang tepat. Tidak jarang upaya
pembangunan di suatu negara mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
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Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat disumpulkan bahwa
kesejahteraan penduduk berdasarkan pengeluaran per kapita dalam satuan
ribu/rupiah pada Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun mengalami
fluktuasi. Hal ini terlihat dari pengeluaran kesejahteraan penduduk pada
tahun 2015 yang tertinggi terjadi di Provinsi Riau. Sedangkan yang
terendah juga terjadi di daerah Papua. Pada tahun 2016 yang tertinggi juga
terjadi di Provinsi Riau, sedangkan yang terendah juga terjadi pada
Provinsi Papua. Dan pada tahun 2017 pengeluaran per kapita yang tetinggi
juga terjadi di Provinsi Riau, yang terendah terjadi pada Provinsi Papua.

Dilihat dari penjelasan garik di atas bahwa setiap tahunnya
pengeluaran per kapita pada Provinsi Riau selalu memiliki nilai tertinggi
dan Provinsi Papua selalu mengalami nilai terendah setiap tahunnya.
Pengeluaran per kapita selalu mengalami kenakikan setiap tahunnya
walaupun dengan nilai kenaikan yang sedikit.

Pada indikator Kesejahteraan penduduk berdasarkan pengeluaran
perkapita Sumatera Barat berada pada kategori menengah ke atas. Di
kawasan Pulau Sumatera, Sumatera Barat berada di bawah Riau dan
Kepulauan Riau berada pada kategori menengah atas. Fakta ini
menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
tidak fokusnya kebijakan pembangunan pada kesejahteraan manusia di

Sumatera Barat, baik skala pembangunan daerah.
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Berdasarkan gambar 1.2 menunjukan bahwa pengeluaran
pemerintah dalam bidang kesehatan mengalami peningkatan dan
penurunan antar Provinsi yang ada di Indonesia. Pengeluaran pemerintah
yang paling tinggi pada tahun 2015 terdapat pada Provinsi Jawa Timur dan
Pengeluaran pemerintah yang paling rendah dalam bidang kesehatan
terdapat di daerah Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2016 pengeluaran
kesehatan yang paling tinggi itu terjadi di Provinsi Jawa Timur dan yang
terendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Dan pada tahun 2017 yang
tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur sedangkan yang terendah terjadi di
Provinsi Jawa Tengah.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dan sehat fisik, batin
maupun jiwa yang membuat seseorang dapat melakukan kegiatannya dan
menghasilkan produktivitas. Kesehatan memiliki keterkaitan erat satu
sama lain dengan pembangunan.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dan sehat fisik, batin
maupun jiwa yang membuat seseorang dapat melakukan kegiatannya dan
menghasilkan produktivitas. Kesehatan memiliki keterkaitan erat satu
sama lain dengan pembangunan. Kesehatan merupakan inti dari
kesejahteraan. Jadi kesehatan adalah hal yang fundamental untuk
membentuk kemampuan manuisa yang lebih luas yang berada pada inti

makna pembangunan (Intan:2016).
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Berdasarkan gambar 1.3 menunjukan bahwa pengeluaran
pemerintah dalam bidang pendidikan mengalami peningkatan dan
penurunan antar Provinsi yang ada di Indonesia. Pengeluaran pemerintah
yang paling tinggi pada tahun 2015 terdapat pada Provinsi Sumatera Utara
dan Pengeluaran pemerintah yang paling rendah dalam bidang pendidikan

terdapat di daerah Kalimanta Utara.

Sedangkan pada tahun 2016 pengeluaran kesehatan yang paling
tinggi itu terjadi di Provinsi Jawa Timur dan yang terendah terjadi di
Provinsi Kalimantan Utara. Dan pada tahun 2017 yang tertinggi terjadi di
Provinsi Jawa Timur sedangkan yang terendah terjadi di Provinsi

Kalimantan Utara.

Hal ini terjadinya tergantung berapa banyak kab/kota yang ada di
Provinsi tersebut semakin banyak jumlah kab/kota atau semakin banyak
pengeluaran yang dilakukan pemerintah dan juga semkain pemerintah

memperhatikan kondisi pendidikan di daerah tersebut.
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Dari gambar 1.4 di atas di jelaskan bahwa  pembiayaan
infrastruktur yang tertingi pada tahun 2015 terjadi di Provinsi Riau, dan
yang terendah terjadi pada Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2016
dapat kita lihat bahwa yag tertinggi terjadi di Provinsi Aceh, sedangkan
yang terendah terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pada
tahun 2017 yang pembiayan infrastruktur tertinggi terjadi di Provinsi
Papua, sedangkan yang terendah terjadi di Provinsi Yogyakarta.

Dari penjelasan data di atas dapat kita lihat bahwa pengeluaran
pemerintah sektor infrastruktur tidak selalu mengalami peningkatan yang
signifikan, malah pada tahun dan provinsi tertentu ada yang mengalami
naik turun. Pada Provinsi yang mengalami naik turun itu akan membuat
hasil laju pertumbuhan yang tidak bagus, atau masih kurang bagus
ekonomi di Provinsi tersebut.

Dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya pengeluaran pembiayaan
infrastuktur Indonesia tidak selalu meningkat, sedangkan dari tahun ke
tahun yang tertinggi itu selalu terjadi pada Provinsi yang berbeda-beda dan
begitu pula yang terendah pembiayaan infrastruktur dari tahun ketahun itu

terjadi pada Provinsi yang berbeda-beda juga.

Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik
iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk
berinvestasi di Indonesia, misalnya fasilitas manufaktur di Indonesia kalau

pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi.
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Kenyataannya Indonesia sering diganggu pemadaman listrik, meski negeri
ini dinyatakan berlimpah sumber daya energi.

Sementara itu masalah logistik yang tidak efesien akan
menghambat peluang para pengusaha untuk memperluas bisnis mereka.
Infrastruktur fisik yang kualitasnya kurang baik dapat menyebabkan
malasah yang lebih buruk di Indonesia.

Dalam konteks kompleks ini Presiden Republik Indonesia Bapak
Joko Widodo mencari terobosan yang sangat di butuhkan dalam rangka
meningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, misalnya anggaran
pemerintah untuk membangun infrastruktur telah meningkat tajam sejak
Joko Widodo memimpin negara ini.

Secara keseluruhan, keadaan infrastruktur Indonesia dibandingkan
dengan negara-negara tetangga dapat dianggap kurang baik. Maka dari itu
pemerintah menyediakan barang-barang keperluan publik yaitu fasilitas
umum, bangunan, jalan, jembatan dan keperluan publik lainnya.

Berdasarkan latar belakang telah dikemukakan di atas, maka
penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “Pengaruh
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan

Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka
dalam penelitian ini permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah

sebagai berikut:
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1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan
terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan
terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Infrastruktur
terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

4. Bagaimana pengeruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan,
pendidikan dan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di
Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Berdasrkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan
penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan
terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah  sektor
pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah  sektor
infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan,
pendidikan dan infrastruktur secara bersamaan terhadap kesejahteraan

masyarakat di Indonesia.
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang
telah diterima selama perkulihan.

2. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu
sumber informasi.

3. Dapat berguna sebagai pedoman pengambilan kebijakan yaitu
pemerintah di Indonesia.

4. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakanpenelitian

dengan topik atau bidang yang sama.
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BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
A. Kajian Teoritis

1. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dalam ekonomi konvesional berfokus pada kesejahteraan
material berdasarkan tingkat kesenangan dan kepuasan. Kemudian pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dianggap sebagai ukuran peningkatan kesejahteraan dengan
mengakibatkan aspek spiritual dan moral. Seiring waktu, terjadi perubahan
konsep dalam mendefinisikan kesejahteraan karena masalah kesejahteraan sangat
kompleks sehingga bdiperlukan rumusan yang multidimensi baik bersifat fisik
maupun non fisik.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Masyarakat, kesejahtaraan masyarat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Todaro dan Smith (2011:27) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat
adalah hasil pembangun masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik
seperti peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar,
peningkatan tingkat pendapatan yang lebih baik, peningkatan atensi terhadap
budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, serta memperluas skala ekonomi dan
ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Menurut Jhingan (2006:7) kesejahteraan masyarakat cenderung dilihat

dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu
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proses dimana pendapatan nasional rill per kapita naik diberbagai dengan
penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhuan keinginan masyarakat secara
keseluruhan.

Dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik secara jasmani dan
rohani seperti pakaian, makanan, rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan pada
tingkat batas anggaran tertentu serta mempunyai kapabilitas untuk dapat
meningkatkan standar dan kualitas hidup kea rah yang lebih baik.

Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat terus dikembangkan mulai dari
tingkat  kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, indeks
pembangunan manusia (IPM), namun salah satu yang terpenting adalah
pendapatan perkapita. Menurut Mankiw (2004:29) pendapatan perkapita
merupakan ukuran terbaik yang diberikan oleh ahli makroekonomi untuk
membandingkan taraf kehidupan masyarakat di berbagai negara, walaupun GDP
yang besar tidak menjamin kebahagiaan seluruh penduduk suatu negara. dapat
ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

Menurut Todaro (2011:273) secara lebih spesifik mengemukakan bahwa
kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

W = F (Y, 1, P) oo e et e eee e oo e e e et eee ees e e e eee e (2.1)

Dimana W merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi
dari pendapatan perkapita (Y), ketimpangan (1) dan kemiskinan (P).
Pendapatan mencerminkan kemampuan daya beli seseorang yang akan

berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperi sandang,
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pangan, papan, pendiidkan, dan kesehatan dan lainnya serta aktivitas investasi,
dan menabung. Efek kenaikan pendapatan akan menggeser budget line sehingga
akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kontribusi pendapatan masyarakat
dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesenangan dan kepuasan
individu, dimana dengan pendapatan mereka dapat meningkatkan derajat

kesehatan, dan menjalani hidup bahagia dalam masyarakat.

Jika pendapatan masyarakat tergolong tinggi berada di atas garis
kemiskinan berarti masyarakat punya akses keuangan yang cukup dan banyak
pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehingga menjadi sejahtera. Sebaliknya, jika
tingkat pendapatan suatu masyarakat rendah atau berada dibawah garis
kemiskinan maka masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya
menggambarkan diri, mengalami ketertinggalan, dan keterpurukan ekonomi yang
memicu lingkaran setan kemiskinan menyebabkan kondisi masyarakat suatu

wilayah menjadi tidak sejahtera.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan biaya yang
dikeluarkan pemerintah untuk tujuan pelayanan kesehatan. Biaya tersebut
digunakan dalam bentuk pembelanjaan barang, belanja rutin, belanja operasional
dalma rangka menciptakan program dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu
kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarkat yang dilindungi Undang-

Undang Dasar. Pemerintahan harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat
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dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai,
terjangkau dan berkualitas.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak
akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan.
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang disediakan oleh
pemerintah. Tidak hanya bagi usia dewasa namun juga anak-anak, oleh karena itu
sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus direncanakan sedemikian rupa oleh
pemerintah.

Rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan rendahnya produktifitas
karena banyaknya hari kaerja yang hilang karena sakit. Produktivitas yang rendah
akan mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan yang diterima oleh seorang
individu. Oleh karena itu, tingkat kesehatan yang rendah sangat rentan terhadap
penurunan dari indeks pembangunan manusia.

Mardison (2002:78) menyatakan peranan pemerintah dalam pembangunan
kesehatan pada dasarnya bertanggung jawab kepada perbaikan kesehatan
masyarakat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Menyediakan pelayanan kesehatan dapat didistribusikan
kepada masyarakat.

b. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelkasanaan
pelayanan kesehatan.

c. Mengembangkan pertisipasi masyarakat dalam
menyelenggarakan dan membiayai usaha-usaha kesehatan

tanpa melupakan fungsi sosial.
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d. Pengaturan asset-aset pemerintah yang berhubungan dengan
tugas-tugas rutin administrasi pemerintah dan usaha-usaha
pembangunan sektor kesehatan.

e. Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rutin administrasi
pemerintah dan usaha-usaha pembangunan di sektor kesehatan
yang berada dibawah kebijakan umum vyang digariskan
presiden dan peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan maka
diperlukan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat,
hal tersebut dikarenakan kesehtana turut serta membantu peningkatan
pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik dari pada
manusia ynag kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada
perubahan yang baik. Sebaiknya kesehatan yang baik akan berpengaruh pada
perubahan yang biak, kesehatan yang buruk atau kurang baik akan berakibat pada
penyebahan kea rah yang kurang baik juga tentunya, karena tanpa kesehatan
masyarakat tidak akan memiliki semnagat serta peroduktivitas.

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah anggaran yang
dialokasikan pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan. Pemerintah berkewajiban menciptakan system pendidikan yang
terpadu dan terintegrasi dengan baik kemudian terjangkau bagi seluruh kalangan
masyarkat. Ketersediaan layanan pendidikan yang baik membutuhkan campur

tangan pemerintah karena pendidikan merupakan barang publik. Dengan adanya
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pembangunan sektor pendidikan oleh pemerintah diharapkan tercipta masyarakat
yang cerdas dan produktif dengan ditunjang oleh kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarananya. Meningkatnya mutu pendidikan membuat produktifitas penduduk
meningkat yang akan mendorong kenaikan pendapatan perkapita di suatu daerah
dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena tarif hidupnya meningkat.

Pendidikan merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, pelatihan maupun
bimbingan yang diberikan baik kepada individu maupun kelompok agar menjadi
sosok yang dapat menghasilkan suatu kreativitas maupun inovasi yang bermanfaat
dan berguna.Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan, Todaro
(2008:434) juga menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan
yang mendasar.Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan
yang memuaskan dan berharga, sehingga merupakan hal fundamental untuk
membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna
pembangunan (Intan:2016)

Suatu daerah baik itu negara, Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota harus
mampu meningkatkan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan untuk
mencapai pembangunan, untuk mendukung tercapainya tujuan dari pemerintah
tersebut maka dapat di lihat dari seberapa besar pengeluaran pemerintah sektor
pendidikan dan kesehatan yang mana proporsi dari pengeluaran pemerintah untuk
bidang pendidikan menurut UU 1945 Pasal 31 ayat 2, 3, dan 4 menyatakan

bahwa:

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan , pemerintah

mewajibkan setiap warga untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib
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membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan
sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, melalui instrumen kebijakan yaitu

fiskal, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan.

4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur

Infrastruktur menurut Kamus Besar Ekonomi adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama dalam terselenggaranya proses usaha, pembangunan
proyek dan sebagainya, seperti jalan raya, rel kereta api, rumah sakit, gedung
sekolah dan sebagainya. Menurut Mankiw (2015:361) Infrastruktur dibentuk dari
investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang meliputi: jalan, jembatan, dan

sistem saluran pembuangan lainnya.

Infrastruktur merupakan sarana yang disediakan demi terlaksananya suatu
pembangunan.  Sarana tersebut diantaranya transportasi, komunikasi,
perhubungan, listrik dan lainnya. Pembnagunan manusia bergantung pada
ketersediaan infrastruktur dalam menunjang investasi pada sumberdaya manusia
yang tidak lain adalah untuk memperbaiki serta pembnagunan kualitas modal
manusia itu sendiri. Ada tiga alsan utama mengapa infrastruktur penting dalam
sebuah integresi ekonomi. Alasan pertama adalah ketersediaan infrastruktur yang
baru merupakan meisn utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh
manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat

penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Alasan ketiga
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adalah perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi
kesenjangan pembangunan ekonomi antar Negara.

Peran infrastruktur cukup signifikan dalam mengkselarasi pembangunan
ekonomi secara umum. Beberapa termilogi infrastruktur menjangkau hal yang
lebih luas, misalnya The World Bank (1994) memberikan batasan infrastruktur
terbagi atas infrastruktur ekonomi berupa public utilities (tenaga listrik,
telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, jembatan,
kanal, irigasi dan drainase), dan sektor transportasi (rel kereta api, terminal bus,
pelabuhan dan bandar udara), infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan,
perumahan dan rekreasi serta infrastruktur administrasi berupa penegakan hukum,
kontorl administrasi dan koordinasi (Intan:2016).

Infrastruktur merupakan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah sebagai pelayanan publik, agar  dapat
menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi atau sosial masyarakat infrastruktur
memiliki sifat sebagai barang publik. Barang publik mempunyai ciri utama dari
sisi penggunaannya (konsumsi barang publik) yaitu non-rivalry dan non-
excludable. Rivalry merupakan sifat rivalitas atau persaingan dalam
mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang. Artinya jika suatu barang
digunakan oleh seseorang maka barang tersebut tidak dapat digunakan oleh oaring
lain. Excludable merupakan sifat mengeluarkan atau menghalangi seserorang
dalam mengkonsumsi suatu barang. Artinya keinginan seseorang dalam

mengkonsumsi suatu barang dapat dihalangi dengan pihak lain (Pemasok).
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B. Penelitian Terdahul

Penelitian yang dilakukan oleh Indra dkk (2019) menunjukkan bahwa dalam
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui anggaran
pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks
pembangunan manusia. data yang di gunakan adalah anggaran pendidikan dan
kesehatan, dan indeks pembangunan manusia (data time series 15Tahun terhitung
dari Tahun 2007-2016). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi
linier berganda. Berdasaran hasil penelitian secara parsial variabel pendidikan
mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
di Sulawesi Utara, sama halnya dengan variabel yang juga mampu memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang ada di
Sulawesi Utara, dan secara bersama variabel pendidikan dan kesehatan mampu
memberikan pengaruh yang signifikan dengan peningkatan angka Indeks
Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016) Pengeluaran pemerintah
sektor kesehatan, pendidikan dan infrastuktur di Provinsi Aceh setiap tahunnya
selalu meningkat, ini menandakan bahwa pemerintah terus berusaha untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia yang tentunya akan berpengaruh pada
pembangunan nasional dan berdampak positif bagi produktivitas maupun
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tetapi faktanya melalui data yang diperoleh
dari PECCAP (Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening

Program) dan Dinas Keuangan Aceh, kenaikan pengeluaran pemerintah Aceh
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pada ketiga sektor tersebut belum sesuai ataupun seimbang dengan hasil yang
diperoleh yaitu aspek dalam melihat keberhasilan pengeluaran tersebut.

Penelitian yang dilakukan olehi Suparno (2014) Substruktur pertama
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur memberikan pengaruh secara langsung
tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh
positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan
Timur, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memberikan
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kalimantan Timur. Substruktur kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan serta
pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh secara langsung dan tidak signifikan
terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kalimantan Timur. pengeluaran
pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi memberikan
pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) akan tetapi hanya
pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang memberikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap IPM di Kalimantan Timur, sedangkan pengeluaran pemerintah
sektor infrastruktur memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan IPM di Kalimantan Timur.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan

menggunakan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang
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akan diteliti berdasarkan permasalahan maupun antara variabel yang diteliti

berpijak dari kajian teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Kesejahteraan selalu menjadi isu politik yang sensitive karena
menyangkut kepentingan banyak orang. Kesejahteraan berdimensi luas dan
kompleks mancakup seluruh aspek kehidupan dan memiliki keterkaitan satu
sama lain. Dinamisnya masalah kesejahteraan membutuhkan praktik kebijakan
yang efektif dan efesien serta mekanisme yang tepat. Tidak jarang upaya
pembangunan di suatu negara mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan akan berpengaruh
terhadap Kesejahteraan masyarakat, dimana apabila tingkat kesehatan bagus,
maka masyarakat bias menghasilkan suatu produktif yang akan dapat
meningkatkan indeks pembangunan manusia yang akan berimplikasi terhadap
penurunan tingkat kemiskinan dan begitu juga pada ekonomi masyarakat
sendiri, dimana terpenuhinya kebutuhan ekonomi dari meningkatnya
pendapatan masyarakat itu sendiri yang merupakan dampak dari
berkualitasnya sumber daya manusia.

Berdasarkan variable yang telah di deskripsikan di atas dapat
disimpulkan sementara bahwa variable pengeluaran pemerintah sektor
kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran
pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh terhadap Kesejahteraan

masyarakat.
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Untuk lebih jelas bagaimana hubungan antara variable-variabel dalam

penelitian ini dapat digambarkan pada skema berikut ini:

Pengeluaran
Pemerintah Sektor
Kesehatan (X1)

Kesejahteraan
Masyarakat ()

Pengeluaran
Pemerintah Sektor
pendidikan (X2)

Pengeluaran
Pemerintah Sektor
Infrastruktur (X3)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor
Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di
Indonesia.

D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah:
1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah
sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Hipotesis Statistik : Ho : 1 =0

:Ha:BﬁéO
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2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah
sektor pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Hipotesis Statistik : Ho : 2 =0
"Ha:P2#0
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah
sektor infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Hipotesis Statistik : Hp : B3 =0
"Ha:B3#0
4. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur
secara bersamaan  berpengaruh  signifikan terhadap indeks
pembangunan manusia di Indonesia.
Hipotesis Statistik : Ho : p1=p2=p3=0

H, : salah satu koefisien # 0
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Model Panel menggunakan Fixed
Effect Model dan pembahasan taerhadap hasil penelitian antara variabel bebas
terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut.
1 Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif namun tidak
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Inodnesia. Artinya, semkain
meningkat pengeluaran pemerintah sektor kesehatan maka kesejahteraan
masyarkat juga akan meningkat begitu juga seblaiknya.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif namun
tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Inodnesia. Artinya,
semkain meningkat pengeluaran pemerintah sektor kesehatan maka
kesejahteraan masyarkat juga akan meningkat begitu juga sebaliknya.
3. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Inodnesia. Artinya, semakin
meningkat pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur maka kesejahteraan
masyarakat juga akan meningkat begitu juga sebaliknya.
B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh pengeluaran

pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan
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pengeluaran pemerintah  sektor infrastruktur terhadap kesejahteraan

masyarakat maka ditemukan beberapa saran sebagai berikut:
1 Disarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan manusia

terhadap pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah

sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur di
Indonesia.

2 Disarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan
masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat merubah atau
memperluas cakupan penelitian, seperti jumlah sampel dan variabel yang

digunakan sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian.
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